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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan secara online,
penerapan single login, dan penggunaan data dan informasi oleh DJP terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain
penelitian konklusif (pengujian hipotesis). Data diambil tidak berdasarkan
sampling melainkan seluruh populasi. Data yang digunakan adalah data primer
dengan kuesioner. Subyek penelitian ini adalah Konsultan Pajak yang terdaftar
dalam anggota lkatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Jakarta Utara.
Responden berjumlah 295 orang. Analisis data menggunakan SPSS versi 26 dan
SmartPLS versi 3.3.2. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan secara
online berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
penerapan single login berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, penggunaan data dan informasi oleh DJP berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak secara bersama sama atau simultan.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan secara Online, Penerapan Single Login,

Penggunaan data dan informasi oleh DJP, Kepathuan Wajib Pajak

viii



Abstract

This Research aims to examine the effect of quality of service online, single login
implementation, use of data and information by DGT impact on Taxpayer
Compliance. This Research uses quantitative methods with a conclusive research
design (hypothesis testing). The data was taken not based on sampling but the entire
population. The data used are primary data with a questionnaire. The subject of this
research is the Tax Consultants registered with the member of the North Jakarta
branch of the Indonesian Tax Consultant Association (IKPI). Respondents
amounted to 295. Data Analysis used SPSS version 26 and SmartPLS Version 3.3.2.
The result of this research are online service quality has a positive but insignificant
effect on taxpayer compliance, the implementation of single login has a positive
and significant effect on taxpayer compliance, the use of data and information by
DGT has a positive and significant effect on taxpayer compliance, there is no

influence on taxpayer compliance simultaneously.

Keywords : quality of service online, single login implementation,

Use of data and information by DGT, Taxpayer Compliance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disingkat menjadi SPT Tahunan
PPh di Indonesia masih relatif rendah. Cenderung relatif lebih rendah untuk Wajib
Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tingkat pelaporan SPT Tahunan
PPh nya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pesan
pembuka dalam seminar di FEB UGM yang menegaskan bahwa kepatuhan Wajib
Pajak untuk melaporkan hartanya masih sangat rendah yang berdampak pada rasio
pajak yang menjadi kecil dan penerimaan pajak dibawah target yang bahkan

menjadi lebih rendah dibandingkan negara lain (www.mediaindonesia.com, 20

Oktober 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah juga dirasakan di Negara lain, hal ini
senada menurut Ghani et al., (2020), dari hasil pengamatan tingkat kepatuhan Wajib
Pajak di Malaysia berada pada tingkat yang rendah meskipun sudah menerapkan
self assessment system dari tahun 2004. Penduduk Malaysia masih berada pada
tingkat kepatuhan yang rendah yang terlihat dari sejumlah 14,9 Juta orang yang
terdaftar dalam IRB hanya sekitar 15,24% atau setara dengan 2,27 juta orang yang
membayar dan melaporkan pajaknya, dapat dikatakan sekitar 85% Wajib Pajak

yang terdaftar belum memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya.


http://www.mediaindonesia.com

Berimbas pada penerimaan negara, dimana negara tidak menerima sumber
pendanaan pajak yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang maupun
pembangunan. Serupa yang terjadi di negara Amerika Serikat, menurut Witte &
Woodbury (1985), bahwa kepatuhan pajak masih sangat rendah dan sangat
dibutuhkan, ketidak patuhan pajak dapat menyebabkan kerugian negara terhadap
pemerintahan Amerika Serikat, peningkatan atas ketidakpatuhan pajak ini masih
terasa, sehingga pemerintah perlu menyusun peraturan untuk meningkatkan

kepatuhan pajak sukarela ini.

Bila dilihat kembali di Indonesia, Yustinus Prastowo selaku direktur dari
Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan “tingkat
kepatuhan masyarakat Indonesia akan perpajakan masing terbilang rendah, ini
tergambar dari tax coverage ratio (rasio realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%
tahun 2018” (Kusuma, 2018). Aviliani yang menjabat dalam Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) sebagai ekonom senior
mengatakan target tingkat kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
penyampaian SPT Tahunan PPh sebesar 80%, yang artinya pelaporan SPT Tahunan

PPh dibawah target (finance.detik.com, 16 September 2018).

Berdasarkan data publikasi artikel Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2019 mengalami
penurunan bila disandingkan dengan periode tahun lalu di Tahun Pajak 2018. SPT
Wajib Pajak Badan Tahunan 2019 jatuh tempo di tanggal 30 April 2020 dan batas
waktu peniadaan sanksi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kompensasi

karena terjadi Pandemi COVID-19 terjadi penurunan sebesar 9,43 persen. Jumlah



SPT Tahunan yang disampaikan per 1 Mei 2020 tercatat sebanyak 10,9 juta SPT

sementara pada tahun lalu tercatat sebanyak 12,11 juta (www.pajak.go.id, n.d.).

Tabel 1.1 Realisasi Penyampaian SPT Tahunan PPh 2018 dibanding 2019
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Pelaporan SPT Tahunan Pelaporan SPT Tahunan
Tahun Pajak 2018 Tahun Pajak 2019

PER 1 MEI 2020

(Sumber : https://www.pajak.go.id/)

Lebih Lanjut dalam data Laporan Tahunan DJP yang telah dibuat dan dirilis
untuk informasi publik yang sudah ada sampai tahun 2018, selama tahun 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 besarnya Wajib Pajak terdaftar yang harus melaporkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi dibandingkan dengan yang
realisasi Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan dan
Orang Pribadi dapat dikatakan relatif rendah. Persentase penyampaian SPT berkisar
59%, 60%, 61%, 73%, dan 71%, persentase tersebut tidak pernah mencapai target

penyampaian SPT Tahunan PPh oleh DJP yang ditetapkan sebesar 80%.


http://www.pajak.go.id
https://www.pajak.go.id/

Tabel 1.2 Realisasi Pelaporan SPT Tahunan PPh dengan Wajib Pajak

terdaftar yang Wajib Lapor SPT antara 2014 sampai dengan 2018
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5.000.000
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» WP Terdaftar Wajib SPT ~ Realisasi SPT Tahunan PPh

(Sumber : Laporan Tahunan DJP yang diolah oleh peneliti).

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak nasional tersebut tidak
luput daripada salah satu penyebabnya yakni sistem administrasi perpajakan itu
sendiri, yang digunakan untuk melaporkan maupun membayarkan pajaknya.
Menurut Palil & Mustapha (2011) karena penggunaan Self Assessment System,
membuat Wajib Pajak patut melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh sendiri,
setidaknya dibutuhkan dasar kemudahan yang jelas karena Wajib Pajak mempunyai
latar belakang yang tidak sama dengan kemampuan ilmu yang juga tidak sama.
Mendasarkan laporan Tahunan DJP tersebut, peneliti membagi jumlah Wajib Pajak
Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi antara yang terdaftar wajib lapor SPT

dengan realiasasi penyampaian SPT Tahunan PPh nya.



Tabel 1.3 Realisasi Penyampaian SPT Tahunan Badan dengan jumlah WP

Badan terdaftar yang Wajib Lapor SPT antara 2014 sampai dengan 2018

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

200.000

o === === L . S — ||

2014 2015 2016 2017 2018

» WP Badan terdaftar Wajib SPT ~ Realisasi SPT Tahunan PPh Badan

(Sumber : Laporan Tahunan DJP yang diolah oleh peneliti).

Persentase rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan antara WP Badan
terdaftar yang Wajib SPT dengan Realisasi SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun
2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 cenderung meningkat. Rasio tersebut sebesar 47%
SPT Tahunan Realisasi dengan Wajib Pajak terdaftar untuk tahun pajak 2014, 58%
SPT Tahunan Realisasi dengan Wajib Pajak terdaftar untuk tahun pajak 2015, 58%
SPT Tahunan Realisasi dengan Wajib Pajak terdaftar untuk tahun pajak 2016, 65%
SPT Tahunan Realisasi dengan Wajib Pajak terdaftar untuk tahun pajak 2017, dan

59% SPT Tahunan Realisasi dengan Wajib Pajak terdaftar untuk tahun pajak 2018.



Tabel 1.4 Realisasi Pelaporan SPT Tahunan OP dengan jumlah WPOP

terdaftar yang Wajib Lapor SPT antara 2014 sampai dengan 2018
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(Sumber : Laporan Tahunan DJP yang diolah oleh peneliti).

Persentase rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi antara
Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang Wajib SPT dengan Realisasi SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi, berkisar di rasio persentase masing masing untuk
tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 60%, 61%, 61%, 73%, dan 72%. Peneliti
dalam penelitian ini lebih menitikberatkan atau melihat pada sisi kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan bukan Wajib Pajak Badan, hal ini dikarenakan
jumlahnya yang berkisar rata rata sebesar 90% dari total keseluruhan Wajib Pajak
yang masuk kedalam sistem DJP, dan WP Badan juga sebetulnya yang menjalankan

adalah Orang Pribadi dalam hal ini direktur maupun pengurus.



Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah antara WP Terdaftar Wajib SPT dengan

WPOP dan WP Badan yang Wajib SPT antara 2014 sampai dengan 2018
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(Sumber : Laporan Tahunan DJP yang diolah oleh peneliti).

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak melaksanakan,
mematuhi dan memenuhi undang — undang perpajakan seperti membayar dan
melaporkan pajaknya tepat waktu (Sundah & Toly, 2014). Konsekuensi atau akibat
dari rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tentunya
sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang berdampak pada tax ratio yang
rendah, “tax ratio Indonesia yang masih dibawah 15% dan hanya berkisar 10 — 12%
dibanding Thailand 15,7%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7%”

(wwwe.tribunnews.com, 9 November 2018).

Salah satu sektor penerimaan atau pendapatan negara pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sisi pajak. Peranan penerimaan dari

sektor pajak ini cenderung meningkat setiap tahunnya dalam posisi penerimaan,


http://www.tribunnews.com

hanya pada tahun 2017 target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P) lebih kecil dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, meskipun begitu sektor perpajakan tetap menjadi sektor penerimaan

dominan.

Realisasi Penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak dalam
APBN ini cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi antara realisasi penerimaan
sektor pajak dengan target pajak itu sendiri belum tercapainya target pajak yang
telah diinginkan dan memberikan shortfall pada penerimaan negara. Tentunya ini
memberikan perhatian pemerintah terhadap sektor perpajakan agar dapat mencapai
target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan mengurangi shortfall dalam

penerimaan.

Tabel 1.6 Target Pajak dalam APBN Tahun 2015 - 2019
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(Sumber : Kementerian Keuangan, 2020)



Tabel 1.7 Realisasi Penerimaan Pajak dari Target Tahun 2015 - 2019
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(Sumber : Kementerian Keuangan, 2020)

Sistem Pungutan Pajak Indonesia telah berubah menjadi sistem self
assessment semenjak reformasi perpajakan tahun 1983 dengan diundangkannya
UU No 8 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem
ini menitik beratkan pada kepercayaan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan

kewajiban pajaknya (Mulyodiwarno, 2018: 1).

Penerapan self assessment sebagai sistem pungutan pajak ini sebagai tanda
reformasi perpajakan merupakan pilihan berani dan langkah maju, karena sistem
ini sangat mendasar pada kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang akan
berjalan baik apabila rakyat paham akan kewajiban perpajakannya dan bersedia

penuh untuk menjalankannya (Subroto, 2020: 329). Tetapi yang terjadi di Indonesia



kepatuhan pajak menunjukkan angka yang masih kurang cukup yang tercermin

dalam rasio pajak (tax ratio).

Rasio pajak yang masih rendah tersebut diungkapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), “rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax
ratio Indonesia sebesar 10,7 persen pada 2019.Angka ini turun dari tahun 2018

yakni 11,5 persen” (www.cnnindonesia.com, 12 Februari 2020). Padahal target tax

ratio yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2019 adalah
sebesar 16 persen. Angka rasio pajak umumnya digunakan untuk mengukur
optimalisasi administrasi perpajakan suatu negara dalam menghimpun penerimaan

pajaknya (Prasetyo, 2016: 2).

Tabel 1.8 Realisasi Tax Ratio pada Tahun 2018 — 2019
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(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/, 12 Februari 2020).
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DJP sebagai otoritas perpajakan yang menghimpun pajak dari Wajib Pajak
dan berwenang dalam menjalankan kewajibannya serta sebagai otoritas yang
bertanggung jawab akan pajak tersebut, sumber daya manusia, teknologi informasi
dan basis data merupakan pilar reformasi yang dijalankan perpajakan. Hal ini
dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih kurang cukup, setiap tahun nya
pajak selalu ditargetkan untuk meningkat, sumber daya manusia dengan Wajib

Pajak yang tidak sebanding, perkembangan teknologi yang pesat (pajak.go.id, n.d.).

Sesuai dengan karekteristik sistem Administrasi Perpajakan modern maka
peran sumber daya manusia,menjadi penting. Kualitas pelayanan fiskus menjadi
perhatian berikutnya, ketika sistem administrasi teknologi sudah dapat
mempermudah Wajib Pajak dan tidak perlu ke kantor pajak, kualitas pelayanan

fiskus sendiri harus tetap dapat memadai.

Pelayanan kepada wajib pajak di Indonesia ditengah situasi pandemi
COVID-19 yang terjadi lebih mengutamakan kepada pelayanan secara online.
Pelayanan tatap muka tetap ada dengan batasan tertentu sedangkan selebihnya lebih
mengutamakan pelayanan secara online. Hal ini sebagaimana upaya pemerintah
untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus Corona (COVID-19), yang
tertuang dalam Siaran Pers nomor SP-09/2020 mengenai teknis batasan layanan

pajak demi pencegahan dari penyebaran virus corona 2019 (COVID-19).

Kualitas pelayanan fiskus secara online ini seperti pemanfaatan jaringan
telepon, pemanfaatan sarana twitter, pemanfaatan menu livechat di situs

www.pajak.go.id, pemanfaatan media sosial, dan pemanfaatan surat elektronik (e-
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mail). Menurut (Jatmiko, 2006), petugas pajak yang mengurus serta membantu
keperluan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pelayanan fiskus. Pelayanan Fiskus
secara online mengartikan bahwa petugas pajak yang membantu mengurus
keperluan Wajib Pajak tersebut dilakukan secara online tanpa tatap muka, dengan
memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh petugas pajak secara daring
kepada Wajib Pajak, yang memanfaatkan telepon maupun internet sebagai sarana

pendukungnya.

Mahfud et al., (2017) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus
dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak, memiliki peranan yang penting
bagi kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan pajak ini sejatinya membuat Wajib Pajak
untuk melaksanakan kewajiban dari dukungan kegiatan., seperti petugas yang
menerima pengaduan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti, persoalan Wajib
Pajak dilakukan dengan cepat tanggap, memberikan kemudahan kepada Wajib

Pajak (Yadinta et al., 2018).

Otoritas DJP saat ini terus melakukan perkembangan teknologi layanan
digitalnya yang didukung dengan perubahan teknologi yang sangat pesat di
Indonesia. Pemanfaatan teknologi tersebut sebagai sarana peningkatan dan
kemudahan untuk Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya
yaitu membayarkan dan melaporkan pajaknya, DJP lantas meluncurkan single login.
Layanan digital yang akan didapatkan Wajib Pajak salah satunya kemudahan
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Single Login ini mengurangi Wajib

Pajak untuk berkunjung ke kantor pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
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sehingga Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dimana saja dan kapan saja

melalui layanan digital single login (www.pajak.go.id, 23 Januari 2020).

Lebih lanjut, teknologi informasi tersebut dimaksimalkan penggunaan nya
oleh otorotias DJP dengan cara memperkuat basis data yang masuk dan dimiliki
oleh otoritas DJP yang dapat bersumber dari pihak lain maupun Wajib Pajak sendiri
kemudian mengolah basis data terebut. Basis data menjadi acuan penting untuk
dapat menjalankan hak otoritas DJP dalam fungsi pengawasan atau kontrol oleh
otoritas DJP terhadap Wajib Pajaknya. Hal ini karena tidak luput dari penerapan
sistem self assessment di Indonesia yang membuat DJP memiliki hak untuk
melakukan fungsi pengawasan atau kontrol atau istilah yang digunakan yaitu

pengujian kepatuhan Wajib Pajak.

Keputusan DJP dengan Nomor KEP-75/PJ/2020 mengenai Perubahan
Fungsi dan Tugas dari KPP Pratama sebagai langkah konkrit DJP dalam
melaksanakan pengolahan basis data. Salah satu seksi di kantor pajak yang
memiliki tugas baru yaitu seksi pengolahan data dan informasi yang dibuat untuk

mendukung fungsi kontrol atau pengawasan dari otoritas DJP.

Pada dasarnya UU No 16 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Penetapan
PERPU No 5 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas UU
No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang, atau yang sering dikenal dengan istilah UU KUP, pemberian data
dan/atau informasi kepada DJP telah diamanantkan untuk seluruh pihak. Hal ini

sesuai dengan Pasal 35A dan dijelaskan lebih rinci menggunakan Peraturan
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Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2012 dan PMK No. 16/PMK.03/2013 yang terus
mengalami perubahan hingga saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah

data.

Hasil penelitian Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dari
wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus secara positif, dan masih diperlukan
untuk meningkatkan kembali pelayanan fiskus karena masih terdapat banyak
responden jawabannya tidak pasti terkait dengan kualitas pelayanan fiskus. Kualitas
pelayanan sendiri bersifat subjektif atau berdasarkan perasaan dari penerima

layanan, yang memungkinkan bahwa pelayanan masih dapat dirasakan berbeda.

Selaras dengan penelitian tersebut, Sundah & Toly (2014) berpendapat
bahwa adanya pengaruh dominan dari pelayanan kantor pajak kepada kepatuhan
Wajib Pajak dengan harapan dapat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.
Pelayanan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang terus ditingkatkan
agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban sekaligus hak untuk dilayani,

sehingga dapat tercipta nya kepatuhan pajak sukarela.

Berbeda menurut As’ari & Erawati (2018) kualitas pelayanan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mahfud et al., (2017) berpendapat
kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi dengan kualitas pelayanan, hal ini berarti
semakin baik pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak tidak

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Otoritas DJP meyakini bahwa dengan diluncurkannya single login sebagai

otomatisasi layanan digital, menciptakan kemudahan dan keseragaman administrasi
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untuk Wajib Pajak, sehingga perbedaan dokumen yang dibutuhkan tidak ditemui,
yang mungkin muncul bila dalam pelayanan luring di kantor pajak. Hal ini juga
menurut Qadar et al., (2015) meskipun penerapan layanan pajak digital (E-Tax)
membutuhkan banyak biaya peralihan tetapi warga menerima perubahan dan
menyesuaikan layanan pajak digital yang mengartikan warga memandang layanan
pajak digital lebih baik daripada layanan pajak tradisional dalam hal administrasi

pelaporan.

Pengolahan data dan informasi oleh otoritas DJP mulai sangat terasa
belakangan ini, pengiriman surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan
disingkat SP2DK di tengah pandemic COVID-19 ini menjadi lebih sering
dilakukan, dari surat SP2DK tersebut ditemui banyak data dan/atau informasi yang
sebelumnya belum pernah dilaporkan olen Wajib Pajak yang kemudian
dipertanyakan oleh otoritas DJP. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Schwanke
(2016) petugas pajak di seluruh dunia semakin bergantung kepada teknologi untuk
mendapatkan dan menganalisa data, dan mengimplementasikan sistem yang

mampu menagih pajak secara langsung.

Menurut Palil & Mustapha (2011), ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi Kepatuhan Pajak, yakni faktor ekonomi seperti tarif pajak dan
pemeriksaan pajak, faktor pemerintah seperti peran petugas pajak, kemudahan
administrasi dan kemungkinan untuk diperiksa. Faktor lain seperti faktor sosial
yaitu sikap etika terhadap kepatuhan pajak, persepsi akan keadilan, perubahan
kebijakan pemerintah, keluarga dan teman, dan faktor individu seperti keuangan

pribadi, kesadaran akan pelanggaran dan hukuman.
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Atas hal hal diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti keadaan dan
fenomena kepatuhan pajak yang terjadi di negara Indonesia saat ini, sebagai negara
tempat tinggal peneliti. Negara Indonesia tengah berusaha untuk memanfaatkan
teknologi yang ditopang dengan keberadaan manusia, serta pengumpulan
pendapatan negara untuk tujuan pemerintahan saat ini. Ditengah kondisi pandemi
COVID-19 ini, membuat negara Indonesia dipaksakan untuk berubah secara cepat,
teknologi dimaksimalkan dan berusaha untuk tetap menjaga penerimaan negara,
keadaan serta fenomena ini yang membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan

penelitian kepatuhan pajak di negara Indonesia.

Penelitian ini terbatas mengkaji tentang sumber daya manusia, teknologi
informasi, data, dan kepatuhan Wajib Pajak menurut Konsultan Pajak yang
terdaftar dalam IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) cabang Jakarta Utara di
telegram. Hal ini karena kajian mengenai sumber daya manusia, kemudahan
administrasi dengan teknologi , serta penggunaan data dan informasi dirasa lebih
relevan dalam penelitian yang akan dijalan di Indonesia saat ini, dengan situasi dan

kondisi dimasa pandemi.

Penelitian ini merefrensi penelitian dari Ghani et al., (2020) mengenai The
Effect of Tax Knowledge, Compliance Cost, Complexity and Morale Toward Tax
Compliance Among Self-Employed in Malaysia, peneliti menggunakan jurnal
refrensi ini dikarenakan jurnal penelitian tersebut juga menitikberatkan pada
kepatuhan pajak, selain itu Malaysia sebagai negara tetangga dari Indonesia yang
menerapkan self assessment system yang lebih baru dari Indonesia, pemerintahan

Malaysia mengumumkan perpindahan menjadi self assessment system dari
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sebelumnya official assessment system di tahun 1998 dengan implementasi
bertahap, companies untuk tahun 2001, Wajib Pajak business, partnership,
cooperatives di tahun 2003, dan salaried individuals di tahun 2004. Sehingga
menjadi negara yang cukup pas dijadikan sebagai refrensi dalam menilai kepatuhan

pajak Wajib Pajak.

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada
pengaruh kualitas pelayanan secara online, penerapan single login, dan penggunaan
data dan informasi oleh DJP, membuat Wajib Pajak menjadi patuh. Mendasari latar

belakang diatas maka Tema penelitian ini mengenai.

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN SECARA ONLINE,
PENERAPAN SINGLE LOGIN, DAN PENGGUNAAN DATA INFORMASI

OLEH DJP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini

yaitu:

1. Kualitas pelayanan fiskus terhadap Wajib Pajak harus kembali ditingkatkan,
lebih professional, melayani Wajib Pajak dengan mental yang siap, seleksi
ketat oleh otoritas DJP sesuai dengan pelaksanaan tugasnya agar fiskus
benar benar ahli dibidangnya, serta pemberian pelatihan otoritas DJP

kepada fiskus dalam pelayanan Wajib Pajak, agar kualitas pelayanan fiskus
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dapat lebih meningkat dalam pelayanannya terhadap Wajib Pajak (Jatmiko,
2006). Menurut Mahfud et al., (2017) wajib pajak tidak patuh meskipun
telah didorong oleh kualitas pelayanan wajib pajak karena pajak dianggap
sebagai kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan Undang Undang
sehingga pelaksanaannya sering dipersamakan sebagai utang bagi Wajib
Pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak tersebut dan biaya bagi
Wajib Pajak yang memenuhinya, dengan tidak mendapat prestasi kembali

secara langsung.

Kurangnya sistem administrasi perpajakan yang diberikan dari Direktorat
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak, membuat Otoritas DJP menerapkan
single login sebagai salah satu program Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pajak 2015 — 2019, tetapi single login hanya dapat diakses oleh
Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic
filling identification number). Layanan administrasi pajak digital harus
menyajikan informasi yang lebih tepat dan memenuhi kebutuhan Wajib
Pajak, pada waktu yang tepat dan informasi yang cukup untuk
menyelesaikan administrasi perpajakannya, harus mempertahankan desain
dan fungsionalitas situs web yang mudah agar Wajib Pajak cepat dalam
akses informasi, situs web yang terorganisir dengan baik yang membantu
Wajib Pajak menyelesaikan administrasi perpajakan dengan sedikit usaha

(Sahaetal., 2012).
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3. Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020
tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama yang mengubah susunan seksi dengan salah satu susunan seksi
yakni seksi pengolahan data dan informasi yang mempunyai tugas untuk
melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi perpajakan., didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 228/PMK.03/2017 Tentang Rincian Jenis Data dan Serta Tata Cara
Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
sebagai peraturan turunan dari UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 35A.
Pemanfaatan teknologi dalam penunjang peran perguas pajak dalam
mengolah serta menganalisa data sejalan dengan perubahan pola bisnis
didunia, dimana bisnis memanfaatkan teknologi untuk mendorong
keuntungan dan konsumen yang luas, pemerintah juga memperkenalkan
teknologi untuk perpajakan yang bahkan dapat digunakan sebagai
pemeriksaan pajak sebagai pengujian kebenaran nilai yang dilaporkan oleh

para Wajib Pajak (Schwanke, 2016).

4. Wajib Pajak berusaha untuk meminimalisir kewajiban pajak seperti secara
sengaja untuk melaporkan penghasilan ataupun harta dengan lebih rendah
dibanding yang aslinya dan menikmati jumlah pajak yang dapat di
manfaatkan dari perencanaan bila mereka merasa tidak terdeteksi oleh
petugas pajak, tarif pajak dan pemeriksan pajak yang menjadi point bagi
Wajib Pajak sebagai makhluk ekonomi yang menimbang biaya dan

pendapatan (Palil & Mustapha, 2011).
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Indentifikasi masalah diatas sebanyak 4 (empat) identifikasi
masalah, peneliti membatasi menjadi 3 (tiga) masalah dalam penelitian karena
dirasa lebih relevan masalah yang dibatasi tersebut dengan situasi dan kondisi
perpajakan di Indonesia saat ini ditengah pandemi yang memaksa hampir seluruh

kegiatan untuk dilakukan secara online, batasan masalah penelitian yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada kualitas pelayanan secara online yang diberikan
oleh petugas pajak atau fiskus kepada Wajib Pajak melalui media yang
dimanfaatkan seperti e-mail, live chat, telefon maupun whatsapp.

2. Penelitian ini terbatas pada penerapan single login sebagai implementasi
dari perubahan layanan administrasi pajak digital atau E-Tax yang berbasis
web untuk memberikan informasi maupun sarana pembayaran serta
pelaporan administrasi perpajakan.

3. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data informasi oleh Direktorat
Jenderal Pajak, ditengah berkembangnya teknologi yang dibuat oleh
Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk mempermudah layanan
administrasi perpajakan, maupun memberikan kemudahan lain, DJP juga
memanfaatkan teknologi sekaligus sebagai sarana dalam pengecekan data
yang disampaikan oleh Wajib Pajak baik berupa harta maupun penghasilan
yang di sandingkan dengan data dan informasi yang diperoleh oleh DJP dari

berbagai sumber.
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasar dari hal hal diatas, peneliti kemudian menarik masalah pokok

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pelayanan secara online berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak?

2. Apakah penerapan single login berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib

Pajak?

3. Apakah Penggunaan data dan informasi oleh DJP berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak?

4. Apakah kualitas pelayanan secara online, penerapan single login, dan
penggunaan data dan informasi oleh DJP berpengaruh bersama sama atau secara

simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara online terhadap
tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan single login terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak.
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3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan data dan informasi oleh DJP
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara online, penerapan
single login, dan penggunaan data dan informasi oleh DJP secara bersama

sama atau simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan pengetahuan serta jawaban atas

permasalahan yang ingin diketahui.

b. Bagi Wajib Pajak, harapan dari penelitian ini agar dapat meningkatkan kepatuhan
dari Wajib Pajak agar dapat tercipta kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak dan
terus berkontribusi sebesar-besarnya terhadap penerimaan negara dengan

membayar pajak yang seharusnya.

c. Bagi pihak akademisi dan peneliti, harapan dari penelitian ini agar dapat menjadi
dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam melihat tingkat kepatuhan

Wajib Pajak.
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